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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Klas | A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
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perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan

oleh pihak:

Penggugat, umur 31 tahun, agama lIslam, pekerjaan tidak ada, tempat
tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat

tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.
Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal
18 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Balikpapan, dengan register Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 18
Januari 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 12 Februari 2004 dan
pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota
Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/46/
[1/2004 tanggal 12 Februari 2004 .
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Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama

dirumah orangtua penggugat di Kota Balikpapan selama 5 tahun,
kemudian penggugat pindah kerumah om penggugat di Kota Balikpapan
sedangkan tergugat bekerja di Makassar dan hingga saat sekarang ini
perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 7
tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat belum
dikaruniai anak.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik
dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 sudah tidak
terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat
dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan
pertengkaran adalah karena tergugat sudah menjalin hubungan asmara
dengan perempuan lain yang bernama Ani, hal tersebut penggugat
ketahui dengan menyelidiki sendiri dan datang ke Makassar untuk
mencari tahu sendiri kebenarannya karena melihat perubahan sikap
yang ditunjukan oleh tergugat dan akhirnya penggugat mengetahui
perbuatan tergugat tersebut.

5. Bahwa penggugat sudah pernah/berulangkali mengingatkan kepada
tergugat agar meninggalkan perempuan tersebut, akan tetapi tergugat
tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran
penggugat.

6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah
tangga, akan tetapi tidak ada i'tikad baik dari tergugat untuk berubah.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak
keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan
penggugat dengan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak
berhasil.

8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga pengggugat
dengan tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2011, setelah terjadi
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perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dengan

tergugat berpisah tempat tinggal, dan tergugat tidak pernah pulang lagi
kerumah kediaman bersama dan mengucapkan kata cerai lewat pean
singkat (sms) dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat
tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama BalikpapanCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat .

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada
hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan
sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak
3 kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan,
tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah,
sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan
demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis
Hakim tidak dapat melakukakan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya
berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan
niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk
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~bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat

gugatannya.
Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka
Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada
pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat
tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan
penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang
lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum
acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya
tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/46/11/2004, tanggal 12 Februari 2004 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan yang diberi tanda
bukti (P.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah
memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara
terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama (Nama Asli Saksi I):

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah
pembantu di rumah penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dari
perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih sejak tujuh bulan yang lalu, yang pergi
meninggalkan adalah tergugat .

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga pengggugat dan tergugat
sering terjadi pertengkaran yang sebabnya karena tergugat ada wanita
lain yang bernama (Nama Pacar Tergugat).
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Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada penggugat

akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat
menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan
kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena
tidak pernah hadir di persidangan .

Saksi kedua (Nama Asli Saksi Il) :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah
sepupu sekali dari penggugat dan kenal dengan tergugat sebagai suami
penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dari
perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa yang saksi ketahui penggugat mengajukan gugatan cerai kerana
tergugat ada perempuan lain yang bernama Ani dan sudah kumpul
bersama di Makassar, karena perempuannya juga tinggal disana .

- Bahwa yang saksi ketahui penggugat dan tergugat sudah berpisah
kurang lebih sudah satu tahun .

- Bahwa selama usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah
sering dilakukan baik dari saksi atau pun dari keluarga tetapi tidak
berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat
menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan
kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena
tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak
mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar
segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini,
semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk
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empersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita

acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.
TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal
merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta
keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat
dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami
istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian
secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum
dan dapat diterima .

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil
secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas
perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh
hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka
tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara
formiil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek
sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat didasarkan
atas alasan bahwa sejak bulan Januari tahun 2011, hubungan penggugat dan
tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering
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erjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat menjalin hubungan

asmara dengan perempuan lain bernama (Nama Pacar Tergugat),
tergugat juga sudah kumpul bersama dengan perempuan tersebut di
Makassar hal ini penggugat ketahui sendiri karena penggugat telah
menyeliki sendiri ke Makassar, dan penggugat juga sudah berusaha
menasehati tergugat untuk meninggalkan perempuan tersebut akan tetapi
tergugat tidak mau mengindahkan nasehat penggugat, atas sikap tergugat
tersebut membuat penggugat sangat sakit hati dan tidak dihargai oleh
tergugat sebagai seorang istri yang sah.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut,
Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat
sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun
kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang
telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga
tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil
gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah
dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, belum cukup alasan bagi
Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum
mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang
dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua
orang saksi keluarga atau orang dekatnya , yakni pembantu di rumah
penggugat dan sepupu sekali penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan
mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh
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~penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan

dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap
lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak
yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga
penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang
dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan, terutama
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun
2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh
kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi,
adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang
dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni
kedua orang saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya di depan
sidang, dimana sejak kurang lebih satu tahun yang lalu keadaan rumah
tangga penggugat dan tergugat mulai tidak ada keharmonisan lagi
penyebabnya karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan
perempuan lain bernama Ani dan sudah kumpul bersama di Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah
diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk
mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana
diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Alah dalam surat An Nur
ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan tergugat
sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di
atas.
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan

bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan
tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan
dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan
perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan
kembali.

Menimbang, bahwa selain itu apabila tetap mempertahankan ikatan
pernikahan dalam kondisi rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah
tangga penggugat dan tergugat, maka hal tersebut akan sangat
mendatangkan mudharat yang besar bagi penggugat, karena dengan sifat
bohong dan pengkhianat dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan
cara menipu, membohongi keberadaan seorang perempuan yang
sebenarnya adalah pacarnya adalah merupakan sikap yang tidak baik. Dan
pernikahan penggugat dan tergugat tidak akan pernah mendatangkan
ketenteraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, terutama bagi
penggugat, karena terbukti tergugat telah menjalin hubungan asmara
dengan perempuan lain. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa
perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat
telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat
dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
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- Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat

dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh
penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut
sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-
undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat
yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta
Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp.
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu
tanggal 29 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir
1433 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
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~Balikpapanyang terdiri dari Muslim, S.H Ketua Majelis serta Drs.H. Anwar

Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,
dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya

tergugat.
Ketua Majelis
ttd
Hakim Hakim Anggota Muslim,S.H
ttd
Drs.H.Anwar Hamidy
ttd
Drs. Damanhuri Aly Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Biaya Proses perkara Rp. 50.000,-

- Panggilan para pihak Rp. 200.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

-  Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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